
PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 3 TAHUN 2OI4

TENTANG

TATA CARA PEI{YUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 Peraturan Daerah
Kabupaten cianjur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata
cara Pembentukan peraturan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pen5rusunan Program
Legislasi Daerah di Lingkungan pemerintah Daerah;

Mengingat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 19SO tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten datam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 43)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2S51);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor l2S, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44ST)
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 484a1;

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2otl tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a1;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
20ll tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor
694;

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun
2073 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun
2Ol3 Nomor 4 );

MEMUTUSI(AN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEI{YUSUNAN
PROGRAM LEGISLASI DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Paragraf 1

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah
instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah
yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

2. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan
Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Ralryat
Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
4. Bupati adalah Bupati Cianjur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah Kabupaten Cianjur.
6. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah

sekretariat daerah, dinas, badan, kantor, kecamatan dan kelurahan
di lingkungan Pemerintah Daerah.

7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.
8. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten

Cianjur.

Paragraf 2

Maksud dan Ttrjuan

Pasal 2

Maksud pen5rusunan Prolegda adalah:
a. memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum di bidang

peraturan perundang-undangan di tingkat Daerah;
b. men5rusun skala prioritas pen5rusunan Rancangan Perda sebagai
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c. menyelenggarakan sinergitas dan harmonisasi diantara Pemerintah
Daerah dan DPRD, dalam pembentukan perda.

Pasal 3

T\rjuan Prolegda adalah:
a. mempercepat proses pembentukan Perda sebagai bagian dari

pembangunan hukum;
b. membentuk Perda sebagai landasan dan perekat bidang

pembangunan lainnya serta mengaktualisasikan fungsi hukum
sebagai sarana rekayasa pembangunan, instrumen pencegah dan
penyelesaian sengketa serta pengatur perilaku anggota masyarakat;

c. membentuk Perda yang mencerrninkan kebenaran, keadilan,
akomodatif dan aspiratif;

d. mendukung upaya dalam mewujudkan supremasi hukum;
e. mengganti Perda yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan

kebutuhan masyarakat; dan
f. mengisi kekosongan hukum sebagai pengarah lingkungan strategis

yang sangat cepat berubah, sepanjang sesuai dengan kewenangan
Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan
perundang-undangan.

peraturan

BAB II
VISI DAN MISI

Pasal 4

Pen5rusunan Prolegda didasarkan pada visi pembangunan daerah.

Pasal 5
untuk mencapai visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, prolegda
disusun dengan misi:
a. mewujudkan materi hukum di segala bidang dalam rangka

penggantian Perda yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan
masyarakat yang mengandung kepastian, keadilan dan kebenaran,
dengan memperhatikan nilai-nilai dan norma hukum yang hidup di
dalam masyarakat;

b. mewujudkan budaya hukum dan masyarakat yang sadar hukum;
c. mewujudkan aparatur hukum yang berkualitas, profesional,

bermoral, dan berintegritas tinggi; dan
d. mewujudkan lembaga pembentuk Perda yang kuat dan berwibawa.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Kebijakan Prolegda diarahkan untuk:
a. membentuk Perda sebagai pelaksanaan otonomi daerah dan tugas

pembantuan, serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b. menyempurnakan Perda yang sudah tidak sesuai dengan

perkembangan jaman;
c. mempercepat proses penyelesaian Rancangan Perda yang telah

terprogram dan membentuk Perda yang diperintahkan oleh undang-
undang;
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membentuk Perda yang menjamin perlindungan hak asasi manusia,
perlindungan lingkungan hidup serta pemberantasan korupsi, kolusi
dan nepotisme;
membentuk Perda sesuai dengan tuntutan masyarakat dan
kemajuan jaman;
memberikan landasan yuridis bagi penegakan hukum secara tegas,
profesional dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta prinsip-
prinsip kesetaraan dan keadilan jender; dan
menjadikan hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan
di segala bidang yang mengabdi kepada kepentingan rakyat, bangsa
dan negara guna mewujudkan prinsip keseimbangan antara
ketertiban, legitimasi dan keadilan.

BAB VI

TATA CARA PEI\TYUSUNAN DAN PENGELOLAAN
PROGRAM LEGISLASI DAERAH

Pasal 7

Sekretaris Daerah mengkoordinasikan perencanaan pembentukan
Rancangan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pelaksanaannya
dilakukan oleh Bagian Hulmm.

Pasal 8

Bagian Hukum melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi perencanaan pembentukan Rancangan perda yang
diterima dari OPD.

Pasal 9

(1) upaya pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi
Rancangan Perda dilaksanakan melalui fonrm konsultasi dan
sosialisasi yang dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.

(2) Dalam hal konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah dilengkapi dengan naskah akademik, maka naskah
akademik dijadikan bahan pembahasan dalam forum konsultasi dan
sosialisasi.

Pasal 10

Konsepsi Rancangan Perda disampaikan oleh Sekretaris Daerah
kepada Bupati sebelum dikoordinasikan dengan DPRD.

Dalam hal Bupati memandang perlu untuk mendapatkan kejelasan
lebih lanjut dan/atau memberikan arahan terhadap konsepsi
Rancangan Perda, Bupati menugaskan Sekretaris Daerah untuk
mengkoordinasikan kembali konsepsi Rancangan Perda dengan OPD
pemrakarsa.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 1 1

Pembiayaan pelaksanaan Prolegda dibebankan pada Anggaran
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Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 7 Januari20l4
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
langgal 7 Januari 2Ol4

SI DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

AL MUTAQIN

A DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2OI4 NOMOR 3


